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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 

RITahun 1945) menyatakan bahwa, tujuan membentuk suatu pemerintahan 

NegaraIndonesia adalah melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh 

tumpah darahIndonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupanbangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. 

Pembukaan UUD RI 

Tahun1945tersebutmempunyaibanyakdimensiantaralainkemanusiaan,sosial,e

konomi, hukum dan perdamaian di dunia Internasional yang nantinya ini 

semuaharus dipelihara dan di kembangkan sesuai kebutuhan dan 

pembangunan 

nasional.Pembangunannasionaldilaksanakandalamrangkapembangunanmanu

siaIndonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya 

untukmewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata 

baik materiilmaupunspiritual berdasarkan Pancasiladan UUDRITahun1945. 

Dalampelaksanaanpembangunannasional,tenagakerjamempunyaiperanan

dankedudukanyangsangatpentingsebagaipelakudantujuanpembangunan. 

Sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, 

diperlukanpembangunanketenagakerjaanuntukmeningkatkankualitastenagake

rjadanperan sertanya dalam pembangunan, serta peningkatan perlindungan 

tenaga kerjadankeluarganyasesuai denganharkat dan martabat kemanusiaan. 

Ketenagakerjaan adalah setiap orang yang mampu melakukan 

pekerjaanyangmenghasilkanbarangataujasadandapatbergunauntukumummau

pundirinyasendiri.Ketenagakerjaanatautenagakerjajugabagiandarifaktorprodu

ksi,olehsebabituperantenagakerjamenjadipentingdalamsetiapperekonomianne
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gara.  

Diperlukannya perlindungan pekerja adalah untuk memperoleh 

pekerjaandan penghidupan yang layak tanpa pemberlakuan pembedaan 

terhadap ras, 

jenis,dankelamin.Pemberlakuanhalyangsamaterhadappenyandangcacatdanke

wajibanyangberwujudperlindunganhukumterhadaptenagakerja.Perlindungant

erhadaptenagakerjaadalahhalyangpalingutamadalamketenagakerjaan. 

Langkah awal dari sebuah perjanjian kerja yang dilakukan olehpenguasa dan 

pemberi tenaga kerja, pelaksanaan hak dan kewajiban pun menjadititiktumpu 

dalam hal ini. 

PengertianperjanjiankerjamenurutPasal1angka14Undang-

undangRepublikIndonesiaNomor13Tahun2003Tentang Ketenagakerjaan(UU 

RINo.13Tahun2003TentangKetenagakerjaan)adalah“suatuperjanjianantarape

kerja dan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja 

hakdan kewajiban kedua belah pihak”. Perjanjian kerja pada dasarnya harus 

memuatpula ketentuan-ketentuanyang berkenaan denganhubungan kerja 

itu,yaituhakdankewajibanburuhsertahakdankewajibanmajikan.Selanjutnyaper

ihalpengertianperjanjiankerja,pendapatlainmengatakanbahwaperjanjiankerjap

ada dasarnya ialah suatu perjanjian yang diadakan antara majikan tertentu 

dankaryawan atau karyawan-karyawan tertentu, yang umumnya berkenaan 

dengansegalapersyaratanyangsecaratimbalbalikharusdipenuhiolehkeduabelah 

pihak, selaras dengan hak dan kewajiban mereka masing-masing terhadap 

satusamalain.
1
 

Perlindunganyangdiberikannegarakepadapekerjaadalahmerupakansuatu 

kewajiban, tanpa adanya pekerja tidak mungkin perusahaan itu bisa 

jalan,danberpartisipasidalampembangunan.Namuntanpaadanyapengusahadan

perusahaan, kehadiran pekerja itu jugatiada berarti. Karena itu ada 

hubunganyang saling membutuhkan antara keduanya. Selain pekerja dan 

                                                           
1 RidwanHalimdkk,1987,SariHukumPerburuhan Aktual,Pradnya Paramita,Jakarta, hal. 

29 
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pengusaha, 

pihaklainyangterlibatadalahpemerintah.Tugaspemerintahdisiniadalahdapatme

mbuat regulasi yang kiranya dapat menguntungkan kedua belah pihak. 

Dengandemikian maka dapat terciptalah hubungan industrial yang baik. 

Seperti yang 

kitaketahuibahwadalamduniabisniseramilenialini,persaingansangatlahketatpe

ngusahabisadituntut agar bisaproduktif agar eksistensinyaterjaga.
2
 

Dalamduniausahaitupengusahamemerlukantenagakerjauntukmengisis 

posisi-posisi yang diperlukan perusahaan baik perusahaan 

perseoranganmaupunperseoranganpersekutuanataupunperusahaanbadanhuku

muntukmencapai target dan tujuannya sebagai badan usaha. Setiap 

perusahaan 

haruslahmemilikiperencanaantenagakerja,artinyaperusahaanmembuatrencana

pelaksanaanpembangunanketenagakerjaanyangberkelanjutandalamsuatuhubu

ngankerja. 

Hubungan kerja adalah hubungan yang terjadi antara pengusaha 

denganpekerja/buruhsetelahadanyaperjanjiankerja.
3
Prof.ImamSoepomo,S.H.

berpendapat bahwa hubungan kerja yaitu hubungan antara buruh dan 

majikan,terjadisetelahdiadakanperjanjianolehburuhdenganmajikan,dimanabu

ruh menyatakan kesanggupannya untuk bekerjapada majikan dengan 

menerima upah,dan dimana majikan menyatakan kesanggupannya untuk 

mempekerjakan buruhdenganmembayar upah.
4
 

Seiringberkembangnyazaman,pendidikansaatinidipandangsebagaisyaratuntuk

bekerja.Untukdapatbekerjapadaperusahaan,seseorangharusmenempuh 

pendidikan terlebih dahulu untuk mendapatkan ijazah sebagai buktibahwa 

dirinya telah menempuh pendidikan. Ijazah adalah ijin yang diberikan 

gurukepadamuridnyauntukmengajarkanilmuyangdiperoleh;surattandatamatbe

                                                           
2 Husni Lalu,PengantarHukumKetenagakerjaanIndonesia,(Jakarta:RajaGrafindo Persada, 

2012) hal.66 
3 Ibid,hal.63 
4 Maimun, Hukum Ketenagakerjaan. Suatu Pengantar” (Cet. 1; Jakarta; 

PradnyaParamita;2007),hal. 41 



4 
 

 
 

lajar.
5
 Berkenaan dengan ijazah bahwa ijazah sebagai benda yang 

didalamnyamelekat hak milik bagi seseorang yang menjadi bukti bahwa 

orang tersebut telahmenempuh pendidikan. Pada dasarnya ketika seseorang 

melamar pekerjaan padaperusahaan melampirkan fotocopy ijazah dan telah 

dilegalisir sebagai bukti bahwaijazahtersebut 

samadenganaslinyasehinggabisadigunakan. 

Sebuahperjanjiandapatdilaksanakanolehberbagaipihakyangdisesuaikande

nganseluruhsyaratagarperjanjianmemilikinilaikeabsahan.Syaratsahperjanjiant

ertuangpadaPasal1320KUHPerdata.Halutamayangmerupakanintiterwujudnya

suatuperjanjianialahkesepakatanberupakatasepakatdariseluruhpihakyangmela

ksanakanperjanjian.Kesepakatanyangdinyatakan oleh masing-masing pihak 

memiliki dasar kehendak yang bebas atausecara sukarela tidak bersifat 

memaksa. Implementasi kesepakatan tertuang dalamsebuah perjanjian yang 

berisi pernyataan dan titik temu dari kehendak masing-masing pihak. Apabila 

terdapat pernyataan dalam perjanjian yang tidak disetujuidan tidak 

menemukan titik temu oleh pihak terkait tertentu maka dinyatakan 

tidakadakesepakatan.MenurutSubekti“Perjanjianadalahsuatuperistiwadimana 

seorang berjanji kepada seorang lain, atau dimana dua orang itu saling 

berjanjiuntuk melaksanakan sesuatu hal”. Perikatan sebagai suatu 

perhubungan 

hukumantaraduaorangatauduapihak,berdasarkanmanapihakyangsatuberhakm

enuntutsesuatu haldari pihakyang lain,dan pihakyang lain berkewajibanuntuk 

memenuhi tuntutan tersebut, kemudian menurut Subekti perjanjian 

adalahsuatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di 

mana duaorang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.
6
 Ketentuan 

pada Pasal1338 KUHPerdata merupakan ketentuan asas kebebasan dalam 

berkontrak dimanadalam pasal tersebut mengandung pemberian kebebasan 

yang luas diperuntukkanseluruh pihak yang melaksanakan perjanjian apa pun 

dengan batasan 

                                                           
5 Yandianto, “KamusUmumBahasaIndonesia”(Bandung; PenerbitM2S;1997).Hal176 
6 R.Subekti,HukumPerjanjian,(Jakarta:Intermasa,1985),hal.1 
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perjanjiantersebutsesuaiUU,ketertibanpubliksertakesusilaan.Secaraumum,dal

amperaturanperundangundanganterkhususUUNo.13Tahun2003tentangKeten

agakerjaan, ada dua macam pekerjaan yaitu Perjanjian Kerja untuk 

WaktuTertentu(PKWT)danPerjanjianKerjauntukWaktu 

TidakTertentu(PKWTT).  

Padabeberapaperusahaan 

diantaranyamenerapkansistempenahananterhadapijazahaslipekerjabagipekerj

ayangmelamarpekerjaandiperusahaannya baik dengan waktu pengembalian 

ijazah asli yang ditentukan 

atautidakditentukanolehpengusaha.Sistempenahananijazahasliinibiasanyadila

kukanolehpengusahadenganalasanagarpekerjatidakmenjadikanperusahaannya 

sebagai batu loncatan yang mengakibatkan pengusaha kehilanganpekerja 

yang berdampak pada penurunan kinerja perusahaan seperti di CV. 

SawitSumatera Perkasa (SSP) yang terletak di Kabupaten Asahan Sumatera 

Utara. halini karena pekerja merupakan komponen yang penting dalam 

perusahaan 

karenaposisipekerjasebagairodapenggerakperusahaan.Tanpaadapekerjamaka

perusahaan tidak akan dapat beroperasi dalam kegiatan usahanya, dengan 

iniPenulis mengambil tujuh karyawan di CV. SawitSumatera Perkasa untuk 

penulis teliti terkait penahanan ijazah yang di terapkan perushaan tersebut. 

Oleh karena 

itu,daripenjabaranlatarbelakangdiatas,menjadipendorongbagipenulisuntukme

mbuatsebuahpenelitiandenganmengangkatjudul “PERLINDUNGAN 

HUKUM BAGI PEKERJATERHADAP PENAHANAN IJAZAH 

DALAM KONTRAK KERJA PADA (Cv.Sawit Sumatera Perkasa (SSP) 

Asahan)”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana upaya penyelesaian konflik dalam kasus penahanan ijazah 

oleh CV. Sawit Sumatera Perkasa Asahan menurut Undang-

undangNo.13 Tahun 2003 ? 
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2. Bagaimanaperlindunganhukum Bagi 

Pekerjayangdapatdilakukanolehburuhataupekerja 

yangijazahnyaditahanoleh CV.SawitSumatera PerkasaAsahan ? 

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkanrumusanmasalahyangdibuatolehpenulis,makatujuanpenelitiani

niadalah: 

1. Untukmengetahuibagaimana Upaya penyelesaian konflik dalam kasus 

penahanan ijazah oleh CV. Sawit Sumatera Perkasa Asahan menurut 

Undang-undangNo.13 Tahun 2003 ? 

2. Untukmengetahuibagaimanapenerapanperlindunganhukumterhadappe

kerjadi CV. Sawit SumateraPerkasaAsahan ? 

 

 Berdasarkannarasiyangtelahpenuliscantumkandiatas,makamanfaatdaripen

elitianini adalah: 

a) Manfaatteoritis,penulisanpenelitianinidapatmemberikanmanfaatdanm

asukan dalam menambah khazanah ilmu dalam ilmu hukum, khusus 

nyahal-hal yang berkaitan dengan kasus penahanan ijazah dalam 

Undang-undangNo.13 Tahun 2003, serta diharapkan tulisan ini dapat 

menjadi sumbanganpemikiranbagi pihakyangsedangterkait 

denganmasalahini. Dapat membantu para buruh dan para pekerja 

dalam memahami hak 

dankewajibanataupunperlindunganhukumataspenahananijazahyangdil

akukanolehperusahaankhususnyadiCV.SawitSumateraPerkasaAsahan

. 

b) Manfaatpraktispenelitianinidiharapkandapatdijadikansebagaipedoman

ataubahanrujukanbagirekan-

rekanmahasiswadanmasyarakatluas,sertauntuk 

memperluaswawasanbagipenulisuntukmemenuhisyaratakademikdanp

enyelesaianstudidiFakultasSyariahdan HukumUINSumatera Utara. 
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D. Kajian Terdahulu 

Kajianterdahulupadapenelitianinipadadasarnyaadalahuntukmendapatkang

ambaranhubungantopicyangakanditelitidenganpenelitiansejenis yang pernah 

dilakukan oleh penulis lain sebelumnya, sehingga 

diharapkantidakadapengulangan materi penulisansecaramutlak.  

Benedictus Satryo Wibowo, Achmad Busro, Anggita Doramia 

Lumbanrajadalam jurnal nya yang berjudul “Legitimasi Penahanan Ijazah 

Pekerja DalamPerjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)” penelitianyang 

digunakan 

adalahmetodeyuridisnormatifdenganstudikepustakaan.Hasilpenelitiannyamen

emukan bahwa penahanan ijazah asli milik pekerja jika dilihat dari 

sumberhukumyangadamakadalamperaturanperundang-

undanganterkaitketenagakerjaan tidak memiliki dasar hukum atau bisa 

dikatakan ini merupakanperbuatan tidak sah. Kesepakatan mengenai 

penahanan ijazah asli milik 

pekerjayangdituangkandalamperjanjianmerupakanbagiandariasaskebebasan 

berkontrak. Namun pekerja yang berada di dalam posisi lemah dan tidak 

bisamenawar membuat mereka terpaksa untuk sepakat. Hal ini merupakan 

indikasiadanya kecacatan dalam unsur konsensualisme ini yang dapat 

beresiko perjanjianinidapat dibatalkan. 

Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi, S.H., M.Hum. dalam jurnal 

nyayangberjudul“PerlindunganHukumTerhadapPekerjaYangIjazahnyaDitaha

n 

Oleh Perusahaan” penelitian dalam jurnalnya menggunakan penelitian 

hukumnormatif.Hasilpenelitiannyamenyebutkanbahwapenahananijazahyang

dilakukan perusahan terhadap pekerja dalam perjanjian/kontrak kerja 

termasukpelanggaran HAM. Kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan ini 

bertentangandenganundang-undangyanglainmeskipuntidakadaundang-

undangyangmengatursecaraeksplisittentang 

ini.Semestinyaperusahaanhanyamemintafotokopi ijazah asli yang dilegalisir, 

sebab tindakan penahanan ijazah asli inisudah termasuk pelanggaran hak 
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asasi manusia karena menghalangi orang 

lainuntukmencaripekerjaanyanglebih baikdanmeningkatkantarafhidup 

mereka. 

E. Kerangka Teori 

Kerangkateoriadalahpengertiandasardalamsatutulisanyangdidalamnyaterd

apatistilah-istilah,batasan-

batasansertabahasanyangakandiuraikandalamsebuahkaryailmiah.Agartidakter

jadimultitafsirsertamempermudah pengertian, penulis berupaya menjelaskan 

batasan istilahyangberkaitandengan judul skripsi ini: 

1. Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak 

asasimanusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut 

diberikankepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-

hak yangdiberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan 

hukum adalahberbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat 

penegak 

hukumuntukmemberikanrasaaman,baiksecarapikiranmaupunfisikdarig

angguandan berbagai ancaman dari pihak manapun, sedangkan 

menurut para ahli salah satunya Satjito Rahadjo bahwa perlindungan 

hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang 

dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi manusia kekuasaan 

kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
7
 

2. Pekerja adalah tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja 

padapengusahaataunegaradenganmenerimaupahatauimbalanyangdiberi

kan sesuai dengan hasil kerja serta pemberian dengan masa kerja 

baikdalamperiodemingguanatau pun bulanan, juga para ahli 

menambahkan menurut Wjs. Poerwadarminta, pekerja adalah setiap 

orang yang bekerja dengan menjual tenaganya (fisik maupun pikiran) 

                                                           
7 Setiono,SupremasiHukum,(Surakarta:UNS,2004),hal.3. 
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kepada perusahaan dan memperoleh balas jasa yang sesuai dengan 

perjanjian.
8
 

3. Penahananadalahsuatuprosesataucarayangbertujuanuntukmenghambat 

sesuatu baikyang ditahan adalah berupamakhluk hidupatau sesuatu 

barang dengan jangka waktu tertentu yang dianggap sebagaisyaratatau 

sebagai jaminan.
9
 

4. Ijazah adalah suatu sertifikat atau surat berhargayang diberikan 

olehsuatu instansi sebagai tanda seseorang telah selesai atau telah lulus 

dalammelaksanakanpendidikan atau suatu pelatihan. 

5. Kontrak adalah kesepakatan atau ikatan perjanjian antra dua orang 

ataulebih mengenai sesuatu hal tertentu yang memiliki kekuatan 

hukum sertamemilikimasaperjanjianataumasakesepakatan,baik 

dalamjasajualbeli atau jasatenagakerja,
10

 menurut subekti dalam ali 

dan poernama (2016:1) mengemukakan bahwa, suatu kontrak atau 

perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada 

orang atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan 

suatu hal. 

6. CV Sawit Sumatera Perkasa adalah badan usaha yang bergedak 

padabidangpengolahanbrondolanbuahkelapasawityangberdomisilidiDu

sunVIII,KampungGajah,KecamatanAekLedong,KabupatenAsahan,Pro

vinsi SumateraUtara. 

F. Hipotesis 

Permasalahan ini akan di analasis dengan ketentuan hukum yang 

sesuaidengan hukum ketenagakerjaan sehinggu dapat memberikan suatu 

jawaban agarpermasalahanyang terjadi di CV Sawit SumateraPerkasa dapat 

diselesaikandenganparapekerjayangmendapatkanpenahananterhadapIjazahm

                                                           
8 R.JoniBambang,Pekerjadalampersfektifundang –undangketenagakerjaan, 

(Bandung:PustakaSetia, 2013),hal73 

9 Soepomo,danImam,PengantarHukumPerburuhan,Jakarta:MediaAlenia, 2001)hal 53 
10 AbdulRasyidSaliman,Hermansyah,danAhmadJalis,HukumBisnisuntukPerusahaan, 

Jakarta:Kencana,,2007) hal49. 
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ereka.Menurut analisis penulis dalam kasus ini adalah bentuk ketidak adilan 

antarapengusahadanparapekerjayang 

menerapkanpenahanIjazahsebagaisyaratuntukbekerjadi perusahaan tersebut. 

Skema penahanan Ijazah bukan lah suatu hal yang baru dalam 

penerapansyarat disuatu perusahaan CV Sawit Sumatera Perkasa bukan lah 

satu – satu nyaperusahaan yang menerapkan peraturan tersebut, akan tetapi 

dalam hal ini penulisingin meneliti dan menjawab suatu permasalahan 

sehingga dapat memberikansuatusolusipadaperusahan–

perusahaanlainyangmenerapkanperaturantersebut. 

CVSawitSumateraPerkasasendirijugamemilikisolusiapabilaparapekerja 

yang masih dalam tahap penahan ijazah yang ingin mengambil 

ijazahnyamakadiharuskanuntukmengembalikanupah/gajisebesar50%selamap

arapekerja bekerja di perusahan tersebut, akan tetapi solusi tersebut dalam 

hematpenulisbukanlahsuatupilihanyangidealuntukditerapkandanjugabertenta

ngandengan Undang–UndangKetenagakerjaan. 

Gambaran kasus diatas membuat penulis sampai pada titik 

kesimpulanbahwa perbuatan yang dilakukan oleh CV Sawit Sumatera Perkasa 

merupakantindakanyangtidakberlandaskanpadaKeadilanbagiparapekerjatergol

ong 

kedalamperbuatanmelawanhukum,denganmelanggarketentuanyangsudahdiatu

rdalam Undang-undang Ketenagakerjaan. 

G. Metode Penelitisan 

Berikutadalahmetodepenelitianyangpenulisgunakandalampenulisanskripsi 

ini : 

1. Jenis Penelitian 

Jenispenelitianinitermasukpenelitianhukumyangbersifatempiris-

normatif, normatif yaitu penelitian yang berfokus kepada kaidah-kaidah 

atau asas-asas hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang 

bersumber dariperaturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan 
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juga doktrin dari parapakar hukum.
11

 Penelitian empiris biasa disebut 

penelitian sosiologis atau disebutjugapenelitian lapangan.
12

 

2. Lokasi, Posulasi dan Sampel Penelitian 

a) Lokasi penelitian merupakan tempat melakukan kegiatan penelitian 

untukmendapatkan data yang di perlukan dari responden. Lokasi 

penelitian yang 

dipilihpenulisadalahCVSawitSumateraPerkasayangberdomisilidiDus

unVIII,Kampung Gajah, Kecamatan Aek Ledong, Kabupaten 

Asahan, Provinsi SumateraUtara. 

b) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek 

yangmempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan 

oleh peneliti untukdi pelajari dan kemudian ditarik sebuah 

kesimpulan. Populasi penelitian ini adalahPekerja di CV Sawit 

Sumatera Perkasa yang berdomisili di Dusun VII, 

KampungGajah,KecamatanAekLedong,Kabupaten 

Asahan,ProvinsiSumateraUtara. 

c) Sample adalah sebagian dari totalitas subjek penelitian atau 

sebagianpopulasiyangdiharapkandapatmewakilikarakteristikpopulasiy

angpenetapannyadenganteknik-

tekniktertentu.SampleyangdigunakanadalahSimple Random Sampling 

yaitu metode penarikan dari sebuah populasi dengancara tertentu. 

Untuk menunjang penelitian ini, peneliti akan meneliti 5 

(lima)pekerja dan 5 dari pihak perusahan yaitu CV. Sawit Sumatera 

Perkasa (SSP) Asahan. 

3. Pendekatan Masalah 

Pendekatanmasalahyangdigunakanadalahpendekatanperundang-

undangan yaitu pendekatan dengan menelaah semua undang-undang dan 

                                                           
11 Bachtiar,”MetodePenelitianHukum”.(TanggerangSelatan:UpamPress,2018)hal:14 

12 Joenadi Effendi,Jhony Ibrahim.”Metode Penelitian Hukum Normatif dan 

Empiris”.(Depok : PrenadaMedia Grup,2018)hal:149 
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regulasiyang bersangkut paut dengan isu hukumyang sedang ditangani.
13

 

Setelahnyapenulis akan menguji dengan studi kasus dilapangan dalam 

perpektif Undang-undangNo 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan. 

4. Sumber Hukum 

Untukmemecahkanisuhukumdansekaligusmemberikanpersepsimengen

aiapayangseyogianyadiperlukansumber-

sumberpenelitian.
14

Adaberbagaialasanyangmelatarbelakangipenulismengg

unakanmetodeempiris-normatifini diantaranya: 

a) Penulis akan melakukan kajian terkait bentuk penerapan penahanan 

Ijazahyangdilakukan oleh CVSawit SumateraPerkasa. 

b) Penulis akan menganalisa bagaimana status hukum penahanan Ijazah 

yangdilakukan oleh CV Sawit Sumatera Perkasa dalam persfektif 

Undang –Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

Apakah haltersebutperjanjianyang dibenarkan dalam Undang – 

Undang atau suatu upayaperbuatanmelawan hukumyangditerapkan 

diIndonesia. 

c) Penulisakanmenguraikanupayaperlindunganhukumdanlangkahkongkr

it apa yang bisa dilakukan oleh para pekerja atas penahanan 

Ijazahyangdilakukan oleh CV Sawit 

SumateraPerkasakepadaparapekerja. 

Penjelasandiatasmenjadibasisargumentasipenulisdalammelakukankajian 

terhadap penahan Ijazah yang dilakukan oleh suatu perusahaan. 

Menurutpenulis bahwa metode ini sesuai dengan permasalahan yang terjadi 

antara parapekerja dengan perusahaan, kerena judul penelitian ini akan 

menyingkap 

terkaitstatusperlindunganhukumterhadapperistiwaitu.Penulisjugamengangga

pbahwapendekatanempiris-

normatifdapatmenggambarkansejauhmanaketerkaitan implementasi hukum 

                                                           
13 PeterMahmudMarzuki,“PenelitianHukumEdisiRevisi”,(Jakarta:Kencana,2017)hal:17 
14 Ibid,hal181-183 
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sesuai norma yang berlaku dalam menyikapirealitasosialyangada. 

H. Sistematika Pembahasan 

Sitematika Pembahasan dalam penulisan ini terdiri dari lima bab. Bab 

Ipendahuluan,terdiridarilatarbelakangmasalah,perumusanmasalah,tujuanpene

litian,kegunaanpenelitian;manfaatteoritis,praktis,kajianpustaka,kerangka 

teori, metode penelitian; jenis penelitian, Lokasi, Populasi dan 

Sample,dansistematikapembahasan. 

Bab II terdapat tiga sub bab yang mana sub bab pertama 

menggambarkanpembahasan umum tentang kontrak kerja, yang mana akan 

dibahas pengertian kontrak kerja, unsur-unsur kontrak, asas-asas kontrak dan 

syarat sah kontrak.Subbabkeduaakanmembahas gambaran umum tentang 

pekerja/karyawan, yang mana akan dibahas pengertian karyawan/pekerja, 

hak dan kewajiban pekerja/karyawan, pemberi kerja/pengusaha dan hak serta 

kewajiban pengusaha. Dan terakhir sub bab ketiga akan dibahas gambaran 

umum tentang hukum ketenagakerjaan, yang mana akan dibahas pengertian 

hukum ketenagakerjaan, pelaku  hukum ketenagakerjaan, hubungan kerja 

dan pemutusan hubungan kerja, perjanjian kerja sama dan penyelesaian 

hubungan industrial. 

Bab III merupakan gambaranumum, yang berisi tentang Profile CV 

SawitSumateraPerkasamulaidariVisidanMisi,JumlahPekerja,BidangUsaha,Pe

ngurusPerusahaan,yangberdomisilidiDusunVIII,KampungGajah,Kecamatan

AekLedong,Kabupaten Asahan,Provinsi SumateraUtara. 

Bab IV menjelaskan tentang data yang diperoleh serta mengolahnya, 

makadalam bab ini memuat pembahasan tentang Perlindungan Hukum bagi 

pekerjaterhadapPenahananIjazahyang dilakukanolehCVSawit Sumatera 

Perkasa,denganmenggunakansudutpandangUUNO13Tahun2013TentangKete

nagakerjaan. 

BabVmerupakanbabpenutupyangberisikanjawabandaripokokmasal

ah yang ada pada bab pertama serta kesimpulan dan saran-saran yang 

dianggapperlu danyangberkaitandengan permasalahan penelitian. 

 


